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ABSTRAK :

CATATAN :

Bahwa untuk memperluas pihak yang dapat mengajukan penawaran penjualan Surat
Utang Negara secara langsung atau melalui Dealer Utama kepada Pemerintah dengan
metode bilateral buyback dalam rangka pembelian kembali Surat Utang Negara, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.110, TLN
No0.4236), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No0.166, TLN No0.4916), Perpres Rl 57
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 149/PMK.08/2018 (BN
Tahun 2018 No.1551).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SUN di pasar sekunder sebelum
jatuh tempo. Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran (debt switching)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui penerbitan SUN
seri baru (new issuance) dan/atau penerbitan kembali SUN (reopening) sebagai seri
SUN penukar. Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SUN dengan metode
Bilateral Buyback sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2).
Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
kepada BI, 01.JK, LPS, BRJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, dan/ atau Dealer Utama,
setelah terjadinya kesepakatan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) atas
Penawaran Penjualan SUN. Penawaran Penjualan SUN kepada Pemerintah oleh BI,
OJK, LPS hanya dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah tanpa melalui
Dealer Utama. Minimal nominal Penawaran Penjualan SUN yang dapat diajukan
kepada Pemerintah oleh BI, OJK, LPS, dan/atau Dealer Utama adalah sebesar
Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan minimal sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan berlaku kelipatannya untuk 1 (satu)
seri. Lampiran huruf E Permenkeu Rl 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali
Surat Utang Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap transaksi pembelian kembali
Surat Utang Negara yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai
berlaku dan masih dalam proses, tetap dilakukan berdasarkan Permenkeu RI
149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2021 dan diundangkan pada
tanggal 19 Januari 2021.

Lampiran halaman 18-30.



